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ABSTRAK

Model Percepatan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar
di Kabupaten Penajam Paser Utara

Iskandar Syah, J. Basuki, Agus Sudrajat dan Ridwan Rajab
iskandar.syah@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Upaya pemerintah dalam penyediaan tanah untuk kepentingan negara dan masyarakat
melalui Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dari hasil Penertiban
Tanah Telantar menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan dalam
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Oleh karena itu,
penyediaan tanah dari Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar menjadi
alternatif yang memungkinkan, mengingat penertiban dan pendayagunaan tanah
telantar telah dilakukan secara menyeluruh di Indonesia berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021
tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Memperhatikan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
lokus penelitian di Provinsi Kalimantan Timur yang berjudul “Model Percepatan
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar di Kabupaten Penajam Paser Utara”,
dengan tujuan untuk mendapatkan informasi masalah implementasi kebijakan
penertiban dan pendayagunaan tanah telantar dan memberikan rekomendasi
modelnya.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) hasil penertiban tanah telantar
belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan penetapan tanah telantar, (2) terdapat
jeda antara penertiban dan penetapan tanah telantar yang terlalu jauh sehingga
menimbulkan kelemahan dalam keakuratan kondisi penelantaran tanah dan rentan
berpotensi menimbulkan permasalahan, (3) akibat dari penetapan tanah telantar yang
terlalu lama mengakibatkan pendayagunaan tanah telantar juga baru dapat
dilaksanakan setelahnya sehingga Masyarakat dan pihak lain yang seharusnya tidak
berkepentingan atas tanah telantar tersebut menggarap lokasi tanah telantar tersebut
tanpa izin, menyulitkan pelaksanaan pendayagunaannya dan mengurangi ketersediaan
tanah yang tanpa penggarapan untuk kepentingan Pemerintah, (4) bahwa hierarki
pelaksanaan kebijakan penertiban dan pendayagunaan tanah telantar terlalu panjang
sehingga penentuan penetapan tanah telantar dan penetapan pendayagunaan TCUN
memperlama waktu pelaksanaan penertiban dan penetapan tanah telantar.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran dan rekomendasi
diperlukannya penyederhanaan pendelegasian  kebijakan penertiban  dan
pendayagunaan tanah telantar di Kementerian ATR/BPN sampai unit kerja terendah
yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota termasuk pembagian kewenangan dan
penyesuaian jangka waktu pelaksanaan kebijakan.

Kata kunci : Tanah Telantar, Penertiban Tanah Telantar, Pendayagunaan Tanah,
Pendayagunaan Tanah Telantar, Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
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ABSTRACT

Accelerating Model Of Abandoned Land Control and Utilization
In Penajam Paser Utara Regency

Iskandar Syah, J. Basuki, Agus Sudrajat dan Ridwan Rajab
iskandar.syah@stialan.ac.id
NIPA School of Administration

The government's efforts to provide land for the benefit of the state and society through
the Utilization of State General Reserve Land (TCUN) from the results of Controlling
Abandoned Land is one solution to overcome inequality in Land Control, Ownership,
Use and Utilization (P4T). Therefore, the provision of land from the Control and
Utilization of Abandoned Land is a possible alternative, considering that the control
and utilization of abandoned land has been carried out comprehensively throughout
Indonesia based on Government Regulation Number 11 of 2010 concerning Control
and Utilization of Abandoned Land which was later amended by Government
Regulation Number 20 of 2021 concerning Controlling Abandoned Areas and Land.

Taking this into account, the author is interested in conducting research with a
research focus in East Kalimantan Province entitled "Accelerating Model Of
Abandoned Land Control and Utilization In Penajam Paser Utara Regency", with the
aim of obtaining information regarding problems in the implementation of regulation
and determination of abandoned land.

From the research results, it was concluded that (1) the results of the regulation of
abandoned land have not been fully followed up with the determination of abandoned
land, (2) there is a gap between the regulation and determination of abandoned land
that is too far so that it causes weaknesses in the accuracy of the condition of land
abandonment and is vulnerable to potentially causing problems, (3) the result of the
determination of abandoned land that is too long results in the utilization of
abandoned land also only being able to be implemented afterwards so that the
Community and other partpies who should not have an interest in the abandoned land
work on the location of the abandoned land without permission, making it difficult to
implement its utilization and reducing the availability of land that is not being
cultivated for the benefit of the Government, (4) that the hierarchy of the
implementation of the policy of regulating and utilizing abandoned land is too long so
that the determination of abandoned land and the determination of the utilization of
TCUN prolongs the time for the implementation of regulation and determination of
abandoned land.

Based on the results of the study, the author provides suggestions amd
recommendation of a simplified version of delegation of the policy for the regulation
and utilization of abandoned land in the Ministry of ATR/BPN to the lowest work unit,
namely the Regency/City Land Office, based on the decentralization of authority
regarding the extent of land rights and the time period for implementing the policy.

Keywords: Abandoned Land, Controlling Abandoned Land, Land Utilization,
Utilization of Abandoned Land, Arrangement of Tenure, Ownership, Use and
Utilization of Land
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